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PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA
PURNA/TENAGA KERJA INDONESIA BERMASALAH/WARGA NEGARA

INDONESIA OVERSTAYERS DAN KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf a dan c, dan
Pasal 95 ayat (2) huruf b butir 6 dan 9 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya
untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga
kerja secara optimal dan manusiawi guna
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia
(TKI) dan keluarganya;

b. bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan
mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi
serta guna meningkatkan kesejahteraan TKI dan
keluarganya maka perlu dilakukan Pemberdayaan TKI
Purna/TKI Bermasalah (TKIB)/Warga Negara
Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang
Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI
Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun
2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga
Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5388) ;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2012 tentang Program Pembangunan yang
berkeadilan;

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor
PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN TENAGA
KERJA INDONESIA PURNA/TENAGA KERJA INDONESIA
BERMASALAH/WARGA NEGARA INDONESIA
OVERSTAYERS DAN KELUARGANYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna (TKI
Purna)/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB)/Warga Negara
Indonesia Overstayers (WNIO) dan keluarganya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Kepala BNP2TKI ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini.
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Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya
dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan
Pemberdayaan TKI Purna/TKIB/WNIO dan keluarganya.

Pasal 3

Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2015

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA,

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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